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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS 

YANG DI EKSPLOITASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  

(STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)  

 

Oleh: 

 

ACHMAD GIFFARY  

 

Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama hal ini 

tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. 
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, 

dan bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Eksploitasi dalam bahasa 

Inggris disebut dengan exploitation yang berarti yang secara sewenang-wenang 

atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk 

kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangan, rasa kepatutan, keadilan, dan 

kompensasi kesejahteraan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan upaya perlindungan 

hukum dari Pihak Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang 

dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi 

dan untuk mengetahui pandangan dari perspektif hukum pidana dalam 

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis yaitu jenis penelitian yang 

mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

eksploitasi penyandang disabilitas yang di eksploitasi dari perspektif hukum 

pidana (Studi Kasus di Kota Palembang). Penelitian ini menggunakan jenis teori 

dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. 

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara 

mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data 

sekunder maupun dari sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Upaya perlindungan hukum 

yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Palembang ialah dengan memperhatikan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa 

penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagaimana di dalam Undang-Undang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepatutan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan
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Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Penyandang disabilitas 

yang dieksploitasi maka pelaku eksploitasi harus dihukum sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

 

Kata kunci :  Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Eksploitasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

 

 Setiap negara di dunia memiliki hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda 

dengan negara lainnya. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berisi 

larangan atau perintah yang bersifat memaksa.1  

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan 

hukum yang sama di dalam hukum termasuk orang yang mempunyai kekurangan 

fisik. Hukum tidak membeda-bedakan perlakuannya termasuk terhadap orang 

yang memiliki kekurangan fisik.  

 Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama hal ini 

tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan 

                                                      
1 Yulies Tina Masriani, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3. 
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Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyatakan: “Setiap penyandang disabilitas 

harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam,tidak 

manusiawi,merendahkan martabat manusia,bebas dari ekploitasi,kekerasan dan 

perlakuan semena-mena,serta memiliki hak untuk mendapatkan kehormatan atas 

integritas mental dan fisiknya. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya 

berdasarkan kesamaan dengan orang lain”. 

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk 

tetap berada di dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas berhak 

menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disablitas 

dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikategorikan sebagai hak 

khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.2 

 

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, yang 

dimaksud dengan upaya perlindungan dari perlakuan berbagai diskriminasi dan 

terutama dari perlindungan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.3 

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik,mental,atau 

keduanya yang memiliki perbedaan bila di bandingkan dengan orang-orang 

normal, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih 

spesifik. Penyandang disabilitas juga sering di eksploitasi karena kekurangan 

fisiknya untuk di jadikan sebagai penjual koran, maupun pengemis. Dalam 

kenyataannya, perlindungan disabilitas masih kurang dan tidak di lakukan dengan 

baik. Hal ini disabilitas tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum 

                                                      
2 Bagir Manan, dkk. 2010. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia 

Di Indonesia. Bandung : Alumni. hlm 140. 
3 Ejournal.unsrat.ac.id.Jurnal Allan Ryo Kalesaran  
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dalam perundang-undangan yang khusus mengatur disabilitas,terutama menjadi 

korban eksploitasi. 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, 

dan bantuan hukum.4 

 Eksploitasi dalam bahasa Inggris disebut dengan exploitation yang berarti 

politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan 

terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa 

mempertimbangan, rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan.5 

Tujuan dari eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri 

sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran 

utama eksploitasi adalah penguasaan dan penggunaan untuk mengeruk dan 

memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia 

Orang yang dengan sengaja mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk 

dijadikan pengemis ataupun penjual koran, akan dikenakan hukuman. Hukum 

yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana 

atau KUHP. 

Menurut Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk”  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.  

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

                                                      
4Soerjono Soekanto,. 2006. Pengantar Penelitian Hukum,. Jakarta : UI Press. hlm 133. 
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepatutan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan
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sebagaimana yang telah diancamkan.. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut.6 

 

Di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang maraknya 

fenomena penyandang disabilitas yang meminta-minta (pengemis) dan ada 

beberapa yang menjadi penjual koran hampir disetiap simpang jalan dan lampu 

lalu lintas yang ada di Kota Palembang. 

Maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus ini guna mengurangi atau 

menghilangkan eksploitasi penyandang disabilitas di kota Palembang agar  

penyandang disabilitas hidup dengan aman dan berfungsi sosial dalam 

kehidupannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, selain itu 

juga mereka bisa bermanfaat tentunya bagi orang lain. Untuk itu dalam penelitian 

ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul Skripsi “Perlindungan 

hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi dari perspektif hukum 

pidana (Studi Kasus di Kota Palembang)”. 

                                                      
6 Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta : Rineka Cipta,.hlm. 1. 
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B. Permasalahan  

 
1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh pihak 

Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang terhadap 

Penyandang Disabilitas di Kota Palembang? 

2. Bagaimana pandangan dari perspektif hukum pidana dalam kasus 

penyandang disabilitas yang di eksploitasi? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

1. Ruang Lingkup 

Sejalan dengan latar belakang permasalahan yang akan dibahas maka 

ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada penelusuan kebijakan 

mekanisme perlindungan yang dilakukan pihak Kepolisian Kota 

Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang, terhadap penyandang 

disabilitas yang di eksploitasi. Tanpa tidak menutup kemungkinan akan 

menyinggung hal- hal lain yang ada keterkaitan dengan skripsi ini. 

2. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui peranan dan upaya perlindungan hukum dari Pihak 

Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang dalam 

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi. 

2) Untuk mengetahui pandangan dari perspektif hukum pidana dalam 

perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi.    

 

 



6 

 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus 

yang diteliti. Definisi operasional menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan 

secara sistematif teori yang digunakan dalam penelitian : 

1. Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang 

dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi (Ganti kerugian 

yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 

ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian 

untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan 

tertentu (Pasal 1 ayat 5)), kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 

hukum.7 

2. Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk 

tetap berada di dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas berhak 

menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang 

disablitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikategorikan 

sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.8 

 

3. Eksploitasi 

Eksploitasi dalam bahasa Inggris disebut dengan exploitation yang berarti 

politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan 

terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk 

                                                      
7 Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm 133. 
8 Bagir Manan, Op Cit. hlm 140. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangan, kepatutan, keadilan dan 

kompensasi kesejahteraan.9 

4. Hukum Pidana  

Menurut Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhanhukum 

yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk”  

 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan; 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.10 

 
 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, 

demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian 

adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-

langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Sifat/Materi Penulisan 

Sifat/Materi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah 

penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang 

mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap eksploitas penyandang disabilitas yang di eksploitasi dari 

perspektif hukum pidana( Studi Kasus di Kota Palembang). 

                                                      
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021. 
10 Moeljatno, Op Cit. hlm. 1. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepatutan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder  dan data primer. Data sekunder yang terdapat dalam 

kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, 

jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya. Data primer yaitu data 

berupa hasil wawancara. 

a. Data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data 

utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :  

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoriatif) yang terdiri 

dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari 

kalangan hukum dan seterusnya. 

b. Data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepolisian 

Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari 

sumber data sekunder maupun dari sumber data primer. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu suatu cara 
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mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. 

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library 

research), dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, 

yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, 

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara sumber hukum yang 

dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, 

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya 

hasil dari wawancara dan sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa 

kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran 

yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, 

oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada 

keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 
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F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang 

Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan 

obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perlindungan Hukum, 

Penyandang Disabilitas, Eksploitasi, dan Hukum Pidana. 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap  upaya 

perlindungan hukum yang di lakukan oleh pihak Kepolisian Kota 

Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang terhadap 

Penyandang Disabilitas di Kota dan Bagaimana pandangan dari 

perspektif hukum pidana dalam kasus penyandang disabilitas yang 

di eksploitasi. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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